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Peraturan Jaksa Agung No. 028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan
Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi mengatur mengenai pedoman
bagi Kejaksaan dalam menangani perkara tindak pidana dengan subjek hukum
korporasi salah satunya tindak pidana korupsi. Mengingat Peraturan Jaksa Agung
tersebut masih tergolong baru, maka perlu dilakukan penelitian dengan
permasalahan: Bagaimanakah implementasi penanganan perkara pidana korupsi
dengan subjek hukum korporasi? Apakah faktor-faktor penghambat implementasi
Peraturan Jaksa Agung No. 028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan
Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi.

Pendekatan masalah dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan
yuridis empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan
data sekunder. Penentuan narasumber dilakukan dengan wawancara dengan
responden. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi
lapangan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dari beberapa kasus yang menjadi
objek penelitian yakni kasus korupsi yang melibatkan CV. Alma Semesta Abadi,
CV. Juviter dan PT. Sukarso Waway, diperoleh kesimpulan bahwa implementasi
penanganan perkara pidana korupsi dengan subjek hukum korporasi di Kejaksaan
Negeri Bandar Lampung belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan Peraturan
Jaksa Agung No. 028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara
Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi. Hal ini dikarenakan kurangnya jaksa
penuntut umum dan kurangnya pemahaman Jaksa mengenai tindak pidana
korporasi. Sehingga dalam proses penanganan perkara pidana korupsi oleh
korporasi belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Jaksa Agung No.
028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek
Hukum Korporasi. Faktor penghambatnya adalah kurangnya pengaturan
mengenai tindak pidana korupsi oleh korporasi. Fasilitas yang tersedia masih
kurang, kesadaran hukum dan budaya hukum masyarakat masih rendah.
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Faktor penghambat yang dominan dalam penanganan perkara pidana korupsi
dengan  subjek hukum korporasi adalah petugas itu sendiri, dikarenakan
kurangnya kuantitas serta kurangnya pemahaman mengenai tindak pidana korupsi
dengan subjek hukum korporasi.

Saran dalam penelitian ini adalah: Kepada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung,
dalam melakukan penuntutan terhadap perkara pidana korupsi oleh korporasi,
kedepannya perlu dituntut pula pertanggungjawaban korporasi itu sendiri bukan
hanya pengurusnya, sesuai dengan amanat Peraturan Jaksa Agung Nomor
028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek
Hukum Korporasi bahwa korporasi dapat dimintai pertanggunggungjawaban
pidana. Hal ini dimaksudkan agar korporasi tidak mengulangi perbuatannya,
karena dengan hanya memidana pengururs korporasi belum tentu menimbulkan
efek jera bagi korporasinya sendiri. Kepada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung,
kedepannya perlu meningkatkan sumber daya manusia para Jaksa melalui
Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT), sosialisasi, dan sebagainya. Hal ini
dimaksudkan untuk memperkaya pengetahuan Jaksa dalam menangani perkara
pidana dengan subjek hukum korporasi salah satunya tindak pidana korupsi.
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